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ABSTRACT

A quality service and satisfying customer needs to be done continuously, despite complaints received is
relatively low. Logical consequence of the perceived service quality will affect consumer behavior. This
research aims to examine customer satisfaction and its consequences toward public service quality at Weigh
Stations Services Unit at the Department of Transportation & LLAJ East Java Province. The study was
conducted in 11 UPT weigh stations by using a scale measuring 14 elements of service (U1-U14) which
refers to the Minister for Administrative Reform No. KEP/25/M.PAN/2/2004 concerning the preparation of
general guidelines for Community Satisfaction Index (HPI) Service Unit Government Agencies. Survey
through questionnaires and indepth interview are used to collect the data. A total of 311 respondents with
make use of descriptive statistics are used in the analysis method. This research finds that the public services
quality of 11 weigh stations UPT in the Transportation Agency and the East Java Province LLAJ towards 14
service elements that were examined are generally classified in the category Good (B) with an average value

of 79.57 (62.51 - 81.25).

Keywords: service quality, customer satisfaction, consequence

PENDAHULUAN

Sebuah organisasi usaha sudah seharusnya
mampu menawarkan produk atau jasa yang ber-
kualitas dan sustainable, karena mutu produk atau
kualitas pelayanan yang diterima konsumen saat ini
belum tentu diterima pula pada esok harinya. Begitu
pula iklim layanan yang ada tidak sepenuhnya sesuai
dengan yang diharapkan. Perubahan-perubahan yang
terjadi di picu oleh berbagai faktor seperti: compara-
tive advantage, global competition, dan government
deregulation. Zeithaml et al. (1996) menyampaikan
adanya suatu gap atau kesenjangan karena perbedaan
persepsi jika kualitas layanan tersebut tidak diramu
dengan baik, yaitu antara si pemberi jasa dengan
pengguna jasa. Layanan yang bagus akan membuat
pelanggan loyal, walau belum tentu berkorelasi lurus
dengan produktivitas.

Di samping perbedaan dalam pengelolaan
bisnis, perkembangan yang terjadi karena desakan
lingkunganpun membawa implikasi yang sangat
besar terhadap visi maupun manajemen perusahaan.
Dalam peraturan tentang Otonomi Daerah (UU
Nomor 22 Tahun 1999) terkandung beberapa prinsip
dimana peran daerah memiliki otonomi yang nyata
dan bertanggung jawab diharapkan semakin berarti.
Prinsip ini memandang bahwa daerah mempunyai
kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Lebih lanjut satu fungsi utama dalam penyeleng-
garaan pemerintahan yang menjadi kewajiban apara-
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tur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan
publik.

Dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan
dalam pelayanan publik oleh aparatur pemerintah
sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang
diharapkan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan
masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang
disampaikan melalui berbagai media massa sehingga
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja
aparatur pemerintah.

Di dalam hukum administrasi negara Indonesia,
berdasarkan pengertian umum yang dimuat di dalam
Lampiran 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, para-
graf I, butir C, istilah “pelayanan publik” diartikan
sebagai: “segala kegiatan pelayanan yang dilaksana-
kan oleh instansi pemerintah sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat,
instansi pemerintah dan badan hukum maupun
sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan per-
undang-undangan”. Pasal 3 Undang-undang No. 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjut-
nya UU KKN) menyebutkan asas-asas yang menjadi
landasan penyelenggaraan pelayanan publik terdiri
dari; asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara-
an Negara; asas kepentingan umum; asas keterbuka-
an; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; dan
asas akuntabilitas.
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Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 bahwa
pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan peneri-
ma pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas
pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS), perlu disusun Kajian Indeks Kepuas-
an Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai
tingkat kualitas pelayanan. Selain itu, data Kajian
Indeks Kepuasan Masyarakat akan dapat menjadi
bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit
penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kua-
litas pelayanannya.

Konsekuensi kualitas pelayanan terhadap ke-
puasan masyarakat merupakan data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh
dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif
atas pendapat masyarakat dalam memperoleh
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya.

Dewasa ini konsep kualitas telah menjadi suatu
“tuntutan universal” dan telah menjadi faktor yang
sangat dominan terhadap keberhasilan suatu organi-
sasi. Quality mindset ini tidak saja diadopsi
perusahaan jasa waralaba, tetapi telah menyebar ke
perusahaan jasa pemerintah yang sifatnya nirlaba,
yang selama ini resisten terhadap tuntutan akan
kualitas layanan publik yang prima.

Hasil laporan yang disajikan sebagai rangkuman
aktivitas Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi
Jawa Timur selama kurun waktu Januari - Desember
2010 menunjukkan bahwa terdapat 176 pengaduan
dimana yang sudah selesai ditangani 119, dalam
proses klarifikasi 46 pengaduan, tidak dapat diproses
8 dan 3 bukan kewenangan KPP. Hasil KPP tersebut
lebih bagus jika dibandingkan pada laporan kinerja
KPP tahun 2009, yaitu Januari - Desember sebanyak
265 pengaduan, ini membuktikan masih perlunya
peningkatan kualitas layanan. Sebab, jika dibuat grafis
maka setiap bulan terdapat sekitar 22 pengadu yang
melaporkan ketidakpuasannya pada instansi penye-
lenggara layanan publik.

Berkaitan dengan studi tentang kualitas layanan
ini, kebanyakan peneliti terdahulu cenderung tertarik
pada sikap pelanggan jasa perusahaan waralaba.
Sementara penelitian terhadap konsekuensi perilaku
dari pelayanan yang disampaikan kepada pelanggan
jasa perusahaan publik seperti DLLAJR masih

sedikit. Oleh karena itu, berangkat dari fenomena
tersebut, penelitian ini diharapkan menemukan infor-
masi untuk merumuskan suatu rekomendasi untuk
meningkatan kualitas layanan yang lebih berarti.
Kepuasan Masyarakat dan positioning keterkaitan
antara atribut-atribut jenis pelayanan terhadap Unit
Pelayanan Jembatan Timbang, dengan 11 Unit
Pelayanan Terpadu Daerah (UPT) yang ada di Jawa
Timur. Selain itu, juga dapat diketahui posisi kualitas
pelayanan (service quality) setiap Unit Pelayanan
Jembatan Timbang terhadap Unit Pelayanan Jembat-
an Timbang lainnya, berdasarkan atribut jenis
pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah
bagi para pengguna di Unit Pelayanan Jembatan
Timbang.

Seperti diketahui keunikan pelayanan publik
jembatan timbang yang menjadi kewenangan Dinas
Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur di mana
sering ditemukan pelanggaran khususnya kelebihan
muatan yang kemungkinan telah melakukan tin-
dakan-tindakan mempersulit, dan atau memperlambat
atau bahkan menerapkan biaya yang kurang wajar
atau memungut biaya yang tidak sesuai dengan
ketentuan biaya yang telah ditetapkan. Dinas
Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur harus
berani melakukan evaluasi setiap saat, melakukan
survey indepth konsumen.

Fenomena daya saing dalam era globalisasi
yang kompetitif pada dasarnya akan berlaku pula bagi
organisasi publik. Implikasinya, alternatif strategis
yang perlu dilakukan dalam pengelolaan manajemen
pelayanan adalah meningkatkan kemampuan kualitas
pelayanan perusahaan (Gaspersz, 1997). Mengingat
bahwa tuntutan pelanggan terhadap kualitas pela-
yanan semakin meningkat, kualitas jasa pelayanan
yang diterima pelanggan saat ini belum tentu diterima
di masa datang karena adanya perubahan selera
pelanggan.

Konsumen yang tidak puas akan merasa ke-
cewa, dan sesungguhnya mempunyai dua pilihan
untuk menanggapi ketidakpuasan yang dirasakan
yaitu dengan mengambil tindakan atau tidak meng-
ambil tindakan. Dalam mengambil tindakan ini bisa
pribadi atau pada pihak umum. Singh (1990)
mengemukakan beberapa bentuk-bentuk pengambil-
an tindakan akibat dari ketidakpuasan konsumen yang
terdiri dari tiga cara, yaitu: (1) Respon suara, misalnya
meminta ganti rugi dari penjual, (2) Respon pribadi,
misalnya komunikasi lisan yang negatif, dan (3)
Respon pihak ketiga, misalnya mengambil tindakan
hukum. Jika konsumen menggunakan respon suara
untuk mengungkapkan ketidakpuasannya dengan
komplain pada perusahaan, maka pihak perusahaan
akan dapat langsung mengetahui apa yang menjadi
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keluhan konsumen sehingga masalahnya segera
ditangani dan dicarikan jalan keluarnya. Tidak semua
konsumen mengungkapkan ketidakpuasan mereka
pada pihak perusahaan. Perusahaan mungkin ber-
anggapan bahwa sedikitnya keluhan yang diterima
merupakan cermin kepuasan konsumen atas pelayan-
an yang cukup baik. Padahal konsumen tidak puas
tetapi tidak selalu disampaikan dalam bentuk keluhan
langsung ke perusahaan, dan pelanggan yang diam ini
jumlahnya seringkali lebih banyak. Tipe pelanggan
seperti ini akan lebih berbahaya bagi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebuit,
pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut:

1 Bagaimanakah kualitas pelayanan jembatan tim-
bang UPT terhadap kepuasan pengguna jembatan
timbang di wilayah Dinas Perhubungan dan LLAJ
Provinsi Jawa Timur?

2 Apakah kualitas pelayanan jembatan timbang
UPT di wilayah Dinas Perhubungan dan LLAJ
Provinsi Jawa Timur berpengaruh penting ter-
hadap konsekuensi perilaku konsumen?

3 Bagaimanakah Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap kinerja pelayanan jembatan timbang dan
unit-unit pelayanan di Dinas Perhubungan dan
LLAJ Provinsi Jawa Timur?

Sejalan dengan maksud dan permasalahan yang
telah dikemukakan, maka penelitian ini diorientasikan
pada pencapaian tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh kua-
litas pelayanan jembatan timbang UPT terhadap
kepuasan pengguna jembatan timbang di wilayah
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa
Timur.

2. Untuk menguji sejauh mana kualitas pelayanan
jembatan timbang UPT di wilayah Dinas Per-
hubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur ber-
pengaruh penting terhadap konsekuensi perilaku
konsumen.

3. Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap kinerja pelayanan jembatan timbang dan
unit-unit pelayanan di Dinas Perhubungan dan
LLAJ Provinsi Jawa Timur.

KAJIAN TEORITIS
Perilaku Konsumen

Memahami tentang perilaku konsumen bukan-
lah pekerjaan yang mudah karena perilaku konsumen
sangat kompleks dan sukar untuk diprediksi. Pen-
dekatan-pendekatan yang selama ini banyak diguna-
kan untuk menyikapi sikap, minat, dan perilaku

konsumen mengasumsikan bahwa konsumen bersifat

rasional dalam setiap pengambilan keputusannya

(Kotler, 2003).

Perusahaan perlu mencari informasi semaksimal
mungkin mengenai perilaku konsumen yang tidak
dapat secara langsung dikendalikannya. Sampai saat
ini, cara yang dipandang efektif untuk memper-
tahankan kelangsungan hidup organisasi bisnis adalah
kemampuan organisasi dalam memberikan kepuasan
bagi konsumennya karena apa yang disampaikan
kepada konsumen akan selalu membawa konsekuensi
berupa retensi maupun defeksi terhadap perusahaan.
Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kepuasan
konsumennya akan sulit untuk berhasil. Seperti yang
dikatakan oleh Assael (1995:6) bahwa kegagalan
mengenali konsumen akan mengakibatkan kesalahan-
kesalahan yang harus dibayar mahal.

Banyak definisi untuk menjelaskan tentang apa
yang dimaksud dengan perilaku konsumen, diantara-
nya sebagai berikut:

1. Engel et al. (1995:4) menyatakan bahwa perilaku
konsumen merupakan semua tindakan yang lang-
sung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi,
dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk
proses keputusan yang mendahului dan menyusuli
tindakan ini,

2. Menurut Loudon & Bitta (1993:5), perilaku
konsumen adalah suatu “proses sampai pada ke-
putusan dan aktivitas nyata individual yang ber-
talian dengan mengevaluasi, menginginkan, meng-
gunakan, atau mengkonsumsi barang dan jasa”.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat
disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tin-
dakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelom-
pok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses
pengambilan keputusan dalam mendapatkan, meng-
gunakan barang-barang atau jasa yang dapat
dipengaruhi oleh lingkungannya.

Engel et al. (1995:133) menyatakan model peri-
laku konsumen adalah menggambarkan sebuah
rancangan untuk memeriksa efek-efek relatif dari
sikap dan pengaruh sosial. Model adalah sebuah
penyederhanaan gambaran dari kenyataan.

Berkaitan dengan perilaku konsumen, Engel et
al. (1995:559) mengemukakan model pembelian
seperti pada Gambar 1. Dari model tersebut tampak
bahwa pada dasarnya proses keputusan konsumen
mempunyai lima tahap, yaitu:

Mengidentifikasi masalah,

Pencarian alternatif terhadap pemecahan masalah,

Mengevaluasi alternatif-alternatif pemecahannya,

Mengambil keputusan atau memilih alternatif, dan

Mengevaluasi seberapa jauh alternatif yang sudah

dipilin itu dapat mengatasi masalah (perilaku

purna beli).

arwbdE
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Gambar 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumen

Gambar 1 tersebut menekankan bahwa perilaku
konsumen itu dinamis. Ini berarti bahwa seorang
konsumen, grup konsumen, serta masyarakat luas
selalu berubah, dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini
merupakan suatu implikasi terhadap studi tentang
perilaku konsumen. Engel et al. (1995) mengungkap-
kan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi
dan membentuk perilaku proses keputusan seperti
nampak pada Gambar 2.

Kualitas Pelayanan

Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (1998)
mengatakan kualitas merupakan suatu kondisi

dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia,

proses dan lingkungan yang memenuhi harapan.

Kualitas merupakan perwujudan atau gambaran-

gambaran hasil yang mempertemukan kebutuhan dari

pelanggan dalam memberikan kepuasan. Jadi konsep
kualitas lebih dari sekedar memenuhi spesifikasi
barang, kualitas mengimplikasikan memenuhi atau
melebihi harapan tentang ketepatan waktu, akurasi
pekerjaan, kecepatan tanggapan, dan unjuk kerja.

Kualitas dipandang secara lebih luas, di mana tidak

hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan

meliputi proses, lingkungan, dan manusia.

Untuk mengukur kualitas layanan di sektor
publik menurut Laterner & Levine (1990) dan Hatry
(1999) melalui 5 indikator, yakni:

1) Baik tidaknya layanan (quality of service). Baik
tidaknya layanan dapat dilihat dari sejauh mana
institusi dalam memberikan layanan publik
dengan ramah, populis dan berbagai macam
bentuk perilaku yang dapat menyenangkan dan
memuaskan pelanggan.

2) Produktivitas (productivity). Produktivitas sering
diukur dengan rasio antara input dengan output.
Dalam konteks layanan publik produktivitas dapat
diukur dengan jawaban pertanyaan.

3) Responsibilitas (responsibility). Responsibilitas,
dapat dibatasi sebagai tanggung jawab secara
intern institusi dan atau pelaksana layanan di
dalam memberikan layanan publik atau menjalan-
kan tugasnya.

4) Akuntabilitas (accountability). Akuntabilitas, dalam
konteks layanan publik dapat dibagi menjadi dua
sasaran: (a) bagi institusi pemerintah lokal dalam
memberikan layanan publik; (b) bagi pelaksana
layanan secara individual dimaknai dengan
sejauhmana pelaksana layanan bertanggung jawab
terhadap pekerjaan.

5) Responsivitas (responsiveness). Responsivitas di-
artikan sebagai daya peka organisasi dan pelak-
sana layanan dalam menyikapi perkembangan
lingkungan institusinya.

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Sendi-sendi pelayanan menurut  Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63
tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1) Kesederhanaan

2) Kejelasan dan kepastian

3) Keamanan

4) Akurasi

5) Tangung jawab

6) Kelengkapan sarana dan prasarana.
7) Kemudahan akses
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8) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.
9) Kenyamanan

Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus
memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan
sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran
yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau
penerima pelayanan. Standar pelayanan publik
menurut Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003
terdiri dari:

1) Prosedur pelayanan

2) Waktu pelayanan

3) Biaya pelayanan

4) Produk pelayanan

5) Sarana dan prasarana

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Kepuasan Pemakai Pelayanan Publik

Jembatan timbang dan unit pelayanan terpadu
(UPT), sebagai bagian unit pelayanan publik, maka
perlu melakukan pelayanan yang memuaskan
pemakai/masyarakat.

Banyak definisi berkaitan dengan kepuasan
pemakai (customer satisfaction) antara lain disebut-
kan oleh Tjiptono (2004) yang mengutip pendapat
Day, bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan
adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidak-
sesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan
sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja
aktual produk yang dirasakan oleh pemakai. Dengan
bahasa yang lebih sederhana Kotler (1997) menyebut-
kan kepuasan pelanggan sebagai: Tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil)
yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.
Konsep kepuasan pemakai dapat dijelaskan pada
Gambar 3.
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Gambar 3. Konsep Kepuasan Pemakai

Kepuasan dan Ketidakpuasan Konsumen

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan-
nya dengan harapan. Menurut Engel et al. (1995)
kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli di
mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya
memberikan hasil (outcome) yang sama atau me-
lampui harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan
timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi
harapan konsumen. Jadi tingkat kepuasan merupakan
fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan
dengan harapan. Harapan pelanggan dapat dibentuk
oleh pengalaman masa lampau, komentar dari
kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan
pesaingnya. Pelanggan yang puas akan setia lebih
lama, mereka bersedia merekomendasi perusahaan,
mau membayar sesuai mutu yang disampaikan,
mengatakan hal-hal yang positif dari perusahaan, dan
kurang sensitif terhadap harga.

Dari definisi-definisi tentang kepuasan tersebut
adanya suatu kesamaan makna bahwa kepuasan
pelanggan merupakan suatu penilaian emosional dari
pelanggan setelah penggunaan suatu produk, di mana
harapan dan kebutuhan terpenuhi.

Pelanggan yang tidak puas mereka akan kecewa,
dengan kekecewaan itu pelanggan akan melakukan
tindakan komplain, atau tidak sama sekali melakukan
apa-apa (diam). Engel et al. (1995) mengemukakan
bentuk-bentuk pengambilan tindakan akibat dari
ketidakpuasan atas kualitas pelayanan yang disampai-
kan kepada pelanggan di antaranya:

1. Respon suara (voice response);
2. Respon pribadi (private response);
3. Respon pihak ketiga (third-party response);

Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses
yang sederhana ataupun kompleks, dan rumit. Dalam
hal ini peranan setiap individu dalam service
incounter sangatlah penting dan berpengaruh terhadap
kepuasan yang dibentuk. Untuk dapat mengetahui
tingkat kepuasan pelanggan secara lebih baik, maka
perlu dipahami pula sebab-sebab kepuasan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan
dan Ketidakpuasan Konsumen

Harapan pelanggan dibentuk dan didasarkan
oleh beberapa faktor, di antaranya pengalaman
berbelanja di masa lampau, opini teman dan kerabat,
serta informasi dan janji-janji perusahaan, dan para
pesaing (Kotler & Armstrong, 1994: 198-199).
Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan harapan
seseorang biasa-biasa saja atau sangat kompleks.

Cara perusahaan jasa untuk dapat tetap unggul
bersaing adalah memberikan jasa dengan kualitas
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yang tinggi dari pesaingnya secara konsisten. Harapan
pelanggan dibentuk oleh pengalaman masa lalunya,
pembicaraan dari mulut ke mulut serta promosi yang
dilakukan oleh perusahaan jasa, kemudian dibanding-
kannya.

Ada beberapa penyebab utama tidak terpenuhi-
nya harapan pelanggan, penyebab tersebut ada yang
bisa dikendalikan oleh penyedia jasa. Dengan
demikian, penyedia jasa bertanggung jawab untuk
meminimumkan miskomunikasi dan misinterpretasi
yang mungkin terjadi dan menghindarinya dengan
cara merancang jasa yang mudah dipahaminya
dengan jelas. Dalam hal ini penyedia jasa harus
mengambil inisiatif agar ia dapat memahami dengan
jelas instruksi dari klien, dan klien mengerti benar apa
yang akan diberikan.

Bagaimana dengan sifat-sifat dari pelanggan
yang tidak puas tersebut. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi seorang pelanggan yang tidak puas
akan menyampaikan keluhannya atau tidak, seperti
yang diuraikan Tjiptono (2004) sebagai berikut:
Derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan
Tingkat ketidakpuasan pelanggan
Manfaat yang diperoleh
Pengetahuan dan pengalaman
Sikap pelanggan terhadap keluhan/komplain
Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi
Peluang keberhasilan dalam  menyampaikan
keluhan.

NogarwdNE

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan
sebagai referensi dalam penelitian ini di antaranya:

1. Zeithaml et al. (1996) melakukan penelitian yang
berjudul “The Behavioural Consequences of
Service Quality”. Dalam penelitian ini disajikan
sebuah model konseptual tentang pengaruh
service quality terhadap perilaku pelanggan
perusahaan, yaitu apakah pelanggan tetap setia
pada perusahaan atau meninggalkan perusahaan.
Hasil kajian empiris dalam sebuah multi company
yang berhubungan dengan tujuan perilaku
pelanggan menunjukkan bahwa perilaku kesetiaan
pelanggan dipengaruhi oleh service quality.
Penemuan tersebut juga menunjukkan adanya
perbedaan alami tentang quality intentions yang
memiliki dimensi berbeda dengan behavioral
intentions. Populasi dari penelitian Valarie dipakai
untuk menguji hubungan antara kualitas layanan
dengan behavioral intentions baik yang bersifat
favorable maupun unfavorable. Di samping itu,
penelitian ini mengungkap behavioral intentions
yang ditunjukkan oleh konsumen berdasarkan
pengalamannya mendapat masalah, dan penye-
lesaian masalah yang dialami pada saat mendapat
layanan. Kuesioner dikirimkan kepada pelanggan

dari sebuah perusahaan komputer, pelanggan
retail chain, automobile insurer, dan life insurer.
Tiap-tiap retail chain, automobile insurer, dan life
insurer menyediakan sample random kepada
2400 pelanggan. Dalam model tersebut dimulai
dari penilaian seorang konsumen terhadap suatu
kualitas layanan. Jika penilaian konsumen ter-
hadap kualitas layanan tinggi, maka behavioral
intentions  konsumen  tersebut akan bersifat
favorable (positif), karena dalam hal ini akan
memperkuat hubungan positif dengan perusahaan,
misalnya tetap loyal pada perusahaan, mereko-
mendasikan perusahaan pada orang lain, mening-
katkan volume pembeliannya atau bersedia
membayar premium. Jika penilaian konsumen
terhadap kualitas layanan rendah, maka behavio-
ral intentions konsumen bersifat unfavorable
(negatif), dan hubungannya dengan perusahaan
kemungkinan lemah. Konsumen yang memper-
sepsikan kualitas layanan secara inferior kemung-
kinan akan menunjukkan perilaku pemutusan
hubungan dirinya dengan perusahaan, dan akan
melakukan komplain terhadap perusahaan. Beha-
vioral intentions dapat dipandang sebagai indika-
tor yang memberi tanda apakah konsumen akan
tetap setia atau berpindah.

2. Dinas Perhubungan DLLAJ Provinsi Jawa Timur
tahun 2009, melakukan penelitian dengan judul
Indeks Kepuasan Masyarakat ditemukan data dan
beberapa fakta hasil penelitian sebagai berikut:

1) Terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masya-
rakat pada Unit Pelayanan Jembatan Timbang
dari tahun 2006 hingga tahun 2009. Terdapat
peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Unit Pelayanan ljin Trayek dari tahun 2007
hingga tahun 2009. Terdapat penurunan Indeks
Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Uji
Mutu dari tahun 2008 ke tahun 2009.

2) Indeks kepuasan masyarakat atas kualitas
pelayanan pada seluruh unit pelayanan
(jembatan timbang, ijin trayek, dan uji mutu)
DISHUB dan LLAJ Provinsi Jawa Timur
tergolong “Baik”.

3) Unsur pelayanan terbaik pada unit pelayanan
jembatan timbang adalah “Keamanan Pela-
yanan” terutama di “Jembatan Timbang Seda-
rum”. Sedangkan unsur pelayanan terburuk
adalah “Kewajaran biaya untuk mendapatkan
pelayanan” terutama di “Jembatan Timbang
Sedarum”.

4) Unsur pelayanan yang sering dinilai baik
adalah keamanan pelayanan dan yang sering
dinilai kurang baik adalah kewajaran biaya
untuk mendapatkan pelayanan dan kesesuaian
antara biaya yang dibayarkan dengan biaya
yang telah ditetapkan.
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5) Secara umum gambaran kondisi IKM di atas
merefleksikan bahwa Indeks Kepuasan Ma-
syarakat (IKM) cenderung mengalami kenai-
kan pada tahun 2006-2009, terutama pada unit
pelayanan jembatan timbang di lingkungan
Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa
Timur.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Dalam kajian ini, jenis penelitian yang diguna-
kan adalah penelitian berjenis kuantitatif yang bersifat
deskriptif. Dimana, penelitian deskriptif menurut
Sugiyono (2004) adalah penelitian yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan dengan variabel lain. Sedangkan
Indriantoro  (1999) menyatakan bahwa penelitian
deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-
masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu
populasi, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk
menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang
berkaitan dengan current opinion dari subjek yang
diteliti. Sementara itu, Suryabrata (1997) menilai
tujuan penelitian diskriptif adalah untuk membuat
pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat
mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau
daerah tertentu.

Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran yang disusun secara meto-

dologis dengan tahapan-tahapan yang tergambar
dalam bagan seperti Gambar 4.

|
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Unit-Unit
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Gambar 4. Kerangka Berpikir Analisis Konsekuensi Kualitas
Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian analisis konsekuensi
kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di
sini menggunakan acuan Keputusan Menteri Penda-
yagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/ M.PAN
/22004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah untuk pengembangan instrumen sebagali
unsur kepuasan masyarakat. Unsur—unsur yang
dimaksud adalah:

1) Prosedur pelayanan (U1)

2) Kesesuaian waktu pelayanan (U2)

3) Kejelasan petugas pelayanan (U3)

4) Kedisipilinan petugas pelayanan (U4)

5) Tanggung Jawab petugas pelayanan (U5)
6) Kemampuan petugas pelayanan (U6)

7) Kecepatan pelayanan (U7)

8) Keadilan mendapatkan pelayanan (U8)
9) Keramahan dan kesopanan petugas (U9)
10)Kewajaran biaya pelayanan (U10)
11)Kepastian biaya pelayanan (U11)
12)Kepastian jadwal pelayanan (U12)
13)Kenyamanan lingkungan (U13)
14)Keamanan Pelayanan (U14)

Sedangkan variabel konsekuen masyarakat
pengguna jembatan timbang diukur dengan beberapa
unsur meliputi:

1) Bersedia membayar sesuai tarif yang ada;
2) Bersedia melakukan antrian dengan tertib;
3) Bersedia menyampaikan hal-hal yang baik;
4) Menyampaikan keluhan

Di mana dari beberapa variabel yang ada
tersebut di atas akan disusun menjadi pertanyaan-
pertanyaan sebagaimana tercantum dalam kuisioner.
Alternatif jawaban yang ditawarkan adalah 4 jawaban
dengan menggunakan skala likert, dimana alternatif
jawaban disusun secara bertingkat sesuai dengan
skornya.

Populasi Dan Penentuan Sampel

Populasi dalam kajian ini meliputi seluruh
masyarakat pengguna jasa (responden) di unit
jembatan timbang di 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT)
yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lalu
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Jawa Timur
meliputi:

UPT Probolinggo

UPT Jember

UPT Banyuwangi

UPT Surabaya

UPT Malang

UPT Bangkalan

UPT Lamongan/Bojonegoro
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8. UPT Mojokerto

9. UPT Kediri

10. UPT Tulungagung
11. UPT Madiun, dan,

Kajian ini menggunakan sampel untuk men-
jeneralisasi gejala yang ada dalam populasi, dimana
penentuan sampelnya menggunakan accidental
sampel dengan pengambilan sampelnya dilakukan
dengan tehnik random sampling (acak) secara
proporsional. Proses dalam penentuan populasi dan
sampel adalah sebagai berikut: Peneliti mendatangi
11 UPT yang terdiri unit jembatan timbang yang telah
ditentukan, kemudian melakukan koordinasi dengan
pimpinan jembatan timbang yang bersangkutan untuk
memdiskusikan tehnis pengambilan sampel sesuai
dengan kriteria. Setelah ada kesepakatan diskusi,
maka langkah selanjunya adalah implementasi
pelaksanaan di lapangan, peneliti akan mendatangi
langsung masyarakat yang sedang menggunakan jasa
jembatan timbang saat itu, dan melakukan tanya
jawab secara mendalam (indepth interview) dengan
panduan kuisioner yang telah disiapkan. Sedangkan
responden 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan
teknik random sampling (acak) secara proporsional

terpilih.
Tabel 1. Jumlah Responden Terpilih
No. UPT Alamat Kab/Kota Jumlah
Jembatan Timbang  Responden
1. diJember Kabupaten Jember 40
2. diSurabaya Kota Surabaya 40
3. diBanyuwangi  Kabupaten Banyuwangi 32
4. diMalang Kabupaten Malang 32
5. diBangkalan Kabupaten Bangkalan 36
6. diBojonegoro  Kabupaten Lamongan 41
7. di Mojokerto Kabupaten Mojokerto 30
8. diKediri Kabupaten Kediri 0
9. diTulungagung Kabupaten Tulungagung 22
10. di Madiun Kabupaten Madiun 15
11. diProbolinggo  Kabupaten Probolinggo 23
Jumlah 311

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam kajian ini jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Metode dalam
pengumpulan data primer, yang digunakan dalam
kajian ini adalah dengan metode survey melalui
penyebaran angket atau Kuisioner. Sedangkan me-
nurut Indriantoro (1999), metode survey merupakan
metode pengumpulan data primer yang diperoleh
secara langsung dari sumber aslinya, sehingga data
yang diperoleh merupakan data yang menyatakan
opini, sikap, pengalaman, atau karateristik subjek
penelitian secara individual atau kelompok.

Sedangkan metode pengumpulan data sekunder,
dalam penelitian ini direncanakan melalui beberapa
sumber di antaranya adalah:

a. Studi Dokumentasi
b. Studi Kepustakaan

Analisis Data

Pengujian Kualitas Instrumen
1. Uji Reliabilitas
2. Uji Validitas

Metode Analisa Data

Kajian ini menggunakan metode analisa dengan
statistik deskriptif di mana langkah-langkahnya meli-
puti:

1) Mencari nilai minimum dan maksimum dari
jawaban responden pada tiap-tiap unsur pela-
yanan.

2) Menghitung nilai mean (rata-rata) dari jawaban
responden pada tiap-tiap unsur pelayanan.

3) Menghitung nilai deviasi standar (standar sim-
pangan baku) dari jawaban responden pada tiap-
tiap unsur pelayanan.

4) Menghitung nilai persentase masing-masing
jawaban responden pada tiap-tiap unsur pela-
yanan.

5) Analisa kinerja unit pelayanan adalah analisa
terhadap indikator-indikator pelayanan di Jembat-
an Timbang seperti kecepatan pelayanan, kemu-
dahan proses, rasio jumlah pelayanan terhadap
potensi pelayanan, dan lain sebagainya melalui
pengamatan dan pengukuran secara langsung
terhadap kondisi sebenarnya yang terjadi di
masing-masing unit pelayanan.

6) Analisa kepuasan masyarakat merupakan ulasan
terhadap hasil survey pengguna pelayanan di
Jembatan Timbang yang akan ditampilkan dalam
tabel-tabel dan grafik-grafik.

Scoring pada jawaban yang telah diisi oleh
responden dengan kategorisasi: jawaban “a” diberi
skor “1”, jawaban “b” diberi skor “2”, jawaban “c”
diberi skor “3”, dan jawaban “d” diberi skor “4”

Sedangkan entry data yang dilakukan adalah
dengan cara memasukkan data hasil scoring tersebut
di atas ke dalam tabulasi pada masing-masing unsur
pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan
masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji,
setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang
sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang

Jumlah Bobot 1
=—— =—=0,071
JumlahUnsur 14

Untuk memperoleh nilai tingkat kepuasan
masyarakat digunakan pendekatan nilai rata-rata
tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

__ Totaldari Nilai Persepsi per Unsue

IKM = X Nilai

Totalunsur yang terisi
penimbang ®
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Untuk memudahkan interpretasi terhadap pe-
nilaian tingkat kepuasan yaitu antara 25-100 maka
hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan
nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: 1IKM
Unit pelayanan x 25

Tabel 2. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan dan Kinerja Unit

Pelayanan
Nilai Nilai Inilai Mutu Kinerja
. Interval Interval  Pelayan Unit
Persepsi .
Konversi an Pelayanan
1,00-1,75 25-43,75 D Tidak baik
2 17625 4376625 C oo
3 251-325 6251-81,25 B Baik
4 3,26-400 81,26-00,00 A Sangat baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Survey Pelayanan Jembatan Timbang
Deket Lamongan

Dari 11 UPT lokasi penelitian di bawah ini salah
satu sampel UPT yang peneliti tampilkan yaitu
jembatan timbang Deket Lamongan seperti terlihat
pada Tabel 3, namun pembahasan telah merangkum
11 UPT yang menjadi lokasi kajian seperti terlihat
pada Tabel 4. Kajian dan interpretasi hasil analisis
sebagai berikut:

1) Penjelasan dan interpretasi kualitatif dari hasil
Analisis Statistic Descriptive, kepuasan Masyara-
kat.

2) Menentukan unit pelayanan yang mana yang
kualitasnya terendah (yang harus segera diper-
baiki), dan item pelayanan yang mana yang
kualitasnya terbaik (yang harus dipertahankan,
dipelihara, dan lebih ditingkatkan lagi).

3) Mengetahui beberapa unsur konsekuensi masya-
rakat atas kualitas pelayanan yang dirasakan.

Berdasarkan hasil survey lapangan terhadap 41
responden pengguna Jembatan Timbang Deket,
diketahui bahwa sebagian besar unsur pelayanan yang
diberikan oleh petugas pelayanan Jembatan Timbang
Deket termasuk kategori Sangat Baik (A). seperti
terlinat pada Tabel 3.

Dari Tabel 3 terlinat bahwa dari 14 unsur
pelayanan di Jembatan Timbang Deket Lamongan, 8
unsur pelayanan termasuk kategori Sangat Baik (A),
dan 6 unsur pelayanan yang lain termasuk kategori
Baik (B). Dari 8 unsur pelayanan yang termasuk
kategori Sangat Baik (A) tersebut yang hasil indeks
nya tertinggi adalah unsur pelayanan keamanan (U14)
dengan hasil indeks sebesar 93,93. Sedangkan 6 unsur
pelayanan yang termasuk kategori Baik (B), unsur

yang mempunyai hasil indeks terendah adalah unsur
kemampuan petugas (U7) dengan nilai sebesar 75,54.
Artinya, penilaian masyarakat pengguna pelayanan
terhadap seluruh unsur pelayanan, secara rata-rata
kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Jembatan
Timbang Deket Lamongan termasuk kategori Sangat
Baik (A) dengan nilai rata-rata sebesar 83,09.

Tabel 3. Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Jembatan
Timbang Deket

Skor
Rata-
Rata

Hasil Kualitas
Indeks Pelayanan

Jumlah
Responden

Unsur Penilaian

No. Pelayanan

1 Kemudahan prosedur
pelayanan (U1)

2 Kesesuaian
persyaratan dgn
pelayanan (U2)

3 Kejelasan dan
kepastian petugas
(U3)

4 Kedisiplinan petugas
(U4)

5 Tanggung jawab
petugas (US)

6 Kemampuan petugas
(U6)

7 Kecepatan pelayanan
(U7

8 Keadilan
mendapatkan
pelayanan (U8)

9 Keramahan dan
kesopanan petugas
L9)

10 Kewajaran biaya
pelayanan (U10)

11 Kesesuaian biaya yg
dibayar dg yang
ditetapkan (U11)

12 Kepastian jadwal
waktu pelayanan
(V12)

13 Kenyamanan di
lingkungan unit
pelayanan (U13)

14 Keamanan pelayanan
(U14) 4100 378

4100 322 8002 B

4100 309 76.79 B

4100 325 80.76 B

4100 332 8250 A

4100 350 86.98 A
4100 304 7554 B

4100 318 79.02 B

4100 329 8176 A

4100 327 8126 A

4100 318 79.02 B

4100 339 8424 A

4100 365 90.70 A

4100 365 90.70 A

93.93 A

Rata-Rata Unit Pelayanan Jembatan
Timbang 8309 A

Sumber: Data Primer Hasil Kuisioner 2010, diolah

Artinya, hasil penilaian responden terhadap unit
Pelayanan Jembatan Timbang Deket Lamongan
berdampak pada konsekuensi perilaku dari kualitas
pelayanan yang dirasakan. Hal ini tergambar dari
hasil wawancara responden yang bersedia menyam-
paikan hal-hal yang berkesan baik seperti: petugasnya
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memberikan pelayanan dengan sabar, tidak mau
diberi biaya melebihi tarif (angpou) jika terjadi
kelebihan muatan, petugasnya bersikap santun,
sehingga para pengguna yang terdiri para sopir-sopir
beserta crew ini bersedia melakukan antrian dengan
sabar jika terjadi antrian panjang, dan bahkan tempat
ini menjadi tempat persinggahan/ampiran untuk
tempat beristirahat jika para crew pengguna jembatan
timbang tersebut mengalami kelelahan akibat per-
jalanan jauh.

Walaupun sebagaian besar responden terkesan
bereaksi positif terhadap persepsi dari konsekuensi
kualitas pelayanan yang dirasakan, namun dilihat dari
fasilitas penunjang pelayanan publik jembatan
timbang, terdapat beberapa fasilitas yang perlu
dibenahi diantaranya adalah gudang penyimpanan
barang dan lapangan penumpukan barang serta
fasilitas jalan keluar dan masuk jembatan timbang.
Adapun aspek SDM yang menyebabkan rendahnya
kualitas pelayanan jembatan timbang tersebut
diantaranya adalah kejelasan dan kepastian petugas
(U3) serta keseuaian biaya yang dibayar dengan yang
ditetapkan (U11). Para pengguna jembatan timbang
pojok memberikan apresiasi yang baik terhadap
pelayanan yang dilakukan oleh para petugas jembatan
timbang. Selain pelayanan petugas yang relatif baik,
juga telah didukung peralatan penunjang jembatan
yang sudah cukup memadai. Demikian juga fasilitas
penunjang lain seperti gedung operasional, lapangan
parkir, jalan masuk dan keluar jembatan timbang serta
gudang penyimpanan barang dalam Kkondisi baik.
Seperti halnya fasilitas jembatan timbang Pojok yang
perlu pembangunan/perbaikan adalah pagar, gedung
untuk genset serta perambuan. Namun, kondisi seperti
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itupun para sopir-sopir beserta crew bisa dirasakan
keakrabannya dalam beriteraksi.

Hasil penghitungan kepuasan masyarakat di 11
UPT jembatan timbang terhadap 14 unsur pelayanan
yang dikaji, dengan setiap unsur pelayanan memiliki
penimbang yang sama, selanjutnya dilakukan inter-
pretasi terhadap penilaian tingkat kepuasan yaitu
antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas
dikonversikan dengan nilai dasar 25. Berdasarkan
hasil penghitungan seperti pada tabel tersebut di atas,
maka secara rinci rata-rata kepuasan masyarakat atas
kualitas pelayanan dari ke 14 unsur pelayanan adalah
sebagai berikut:

1. Kemudahan prosedur pelayanan (U1) yang paling
tinggi diraih oleh UPT Jember sebesar 95,42.
Sedangkan yang paling rendah dicapai oleh UPT
Malang sebesar 74,55. Rata-rata indeks kepuasan
masyarakat atas unsur pelayanan ini sebesar 82,35
yang tergolong Sangat Baik.

2. Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan yang
diterima (U2) yang paling tinggi diraih oleh UPT
Surabaya sebesar 81,01. Sedangkan yang paling
rendah dicapai oleh UPT Tulungagung sebesar
69,08 Rata-rata indeks kepuasan masyarakat atas
unsur pelayanan ini sebesar 77,73 yang tergolong
Baik.

3. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
(U3) yang paling tinggi diraih oleh UPT Surabaya
sebesar 88,47. Sedangkan yang paling rendah
dicapai oleh Banyuwangi sebesar 76,41 Rata-rata
indeks kepuasan masyarakat atas unsur pelayanan
ini sebesar 80,71 yang tergolong Baik.

4. Kedisiplinan petugas yang melayani (U4) yang

Tabel 4. Hasil Kualitas Pelayanan Jembatan Timbang di Dinas Perhubungan LLAJ Provinsi Jawa Timur Tahun 2010

T Probolinggo Jember Banyuwang Surabaya Malang Pamekasan Lamongan Mojokerto Kediri Tulungagun Madiun F:\lai:ziz
No  Penifaian paty) gsl Rat2 Hasl Rata2 Hasl Rata2 Hasl Rata2 Hasl Rata? Hasl Rat2 Ml Ra2 Hasl Rat2 Hesl Ra2 Hasil Ram2 Hasi Kepuasan

Pelayanan ‘sior Indeks Skor Indeks Skor Indeks Skor Indeks Skor Indeks Skor Indeks Skor Indeks Skor Indeks Skor Inceks Skor Indeks Skor Indeks
1 U1 358 8% 363 9020 331 825 38 %4 300 745 320 7952 310 704 305 7579 000 000 300 7455 343 854 8235
2 U2 32 802 32 876 313 7778 326 8101 300 745 324 8051 300 7455 310 7704 000 000 278 6908 330 8201 73
3 U3 32 8002 327 826 306 7604 35 8847 316 7853 328 8151 319 7927 3100 7704 000 000 317 7877 347 8623 80,71
4 U4 313 7778 320 7952 291 7231 326 8101 300 7455 340 8449 300 7455 305 7579 000 000 304 7554 300 7455 70
5 (23] 331 825 342 8499 291 7231 354 8797 300 7455 34 &M 300 7485 310 7704 000 000 304 7554 287 7132 7860
6 U-6 32 8002 3% 87 316 7853 346 8598 309 7679 328 8L51 300 7455 320 7952 000 000 374 9% 353 82 8183
7 U7 351 8722 382 9493 319 7927 398 9890 300 7455 340 8449 319 7927 300 7455 000 000 2% 7356 307 7629 8230
8 U8 311 7728 310 7104 275 6834 338 8399 300 745 336 8350 300 7455 305 7579 000 000 278 6908 260 6461 7487
9 U9 309 7679 305 7579 306 7604 314 7803 300 745 3B 8275 300 7455 310 7704 000 000 387 917 280 6958 7813
10 U-10 320 7952 342 8499 287 7132 342 8499 300 7455 324 8051 300 7455 305 7579 000 000 300 7455 280 6958 04
n U-11 342 8499 368 9145 310 7704 344 8548 300 7455 34 &M 300 7455 325 8076 000 000 287 7132 280 6958 7952
12 U-12 329 8L76 320 795 303 753 32 7952 300 7455 348 8648 300 7455 315 7828 000 000 274 6809 333 8275 7808
13 U-13 309 7679 302 7505 306 7604 328 8151 300 7455 352 8747 300 7455 340 8449 000 000 339 424 353 82 80,24
14 U-14 393 9766 395 9816 303 753 394 9791 300 7455 340 8449 300 7455 35 8822 000 000 313 7778 350 8698 85,56
R}?ea;u’:;aj 331 82 338 889 304 7556 348 864 302 7499 336 8M4 303 7540 315 7837 000 000 311 7723 315 7815 7957

Sumber: Data Primer Hasil Kuisoner 2010, diolah
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paling tinggi diraih oleh UPT Pamekasan sebesar
84,49 Sedangkan yang paling rendah dicapai oleh
UPT Banyuwangi sebesar 72,13 Rata-rata indeks
kepuasan masyarakat atas unsur pelayanan ini
sebesar 77,01 yang tergolong Baik.

5. Tanggung jawab petugas yang melayani (U5)
yang paling tinggi diraih oleh UPT Surabaya
sebesar 87,97 Sedangkan yang paling rendah
dicapai oleh UPT Madiun sebesar 71,32 Rata-rata
indeks kepuasan masyarakat atas unsur pelayanan
ini sebesar 78,60 yang tergolong Baik.

6. Kemampuan petugas dalam melayani (U6) yang
paling tinggi diraih oleh UPT Tulungagung
sebesar 92,94 Sedangkan yang paling rendah
dicapai oleh UPT Lamongan sebesar 74,55 Rata-
rata indeks kepuasan masyarakat atas unsur
pelayanan ini sebesar 81,83 yang tergolong Sangat
Baik.

7. Kecepatan pelayanan (U7) yang paling tinggi
diraih oleh UPT Jember sebesar 94,93 Sedangkan
ang paling rendah dicapai oleh UPT Tulungagung
sebesar 73,56 Rata-rata indeks kepuasan masya-
rakat atas unsur pelayanan ini sebesar 82,30 yang
tergolong Sangat Baik.

8. Keadilan untuk mendapatkan pelayanan (U8)
yang paling tinggi diraih oleh UPT Bangkalan
sebesar 83,50 Sedangkan yang paling rendah
dicapai oleh UPT Madiun sebesar 64,61 Rata-rata
indeks kepuasan masyarakat atas unsur pelayanan
ini sebesar 74,87 yang tergolong Sangat Baik.

9. Keramahan dan kesopanan petugas dalam mela-
yani (U9) yang paling tinggi diraih oleh UPT
Tulungagung sebesar 96,17 Sedangkan yang paling
rendah dicapai oleh UPT Madiun sebesar 69,58
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat atas unsur
pelayanan ini sebesar 78,13 yang tergolong Baik.

10. Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan
(U10) yang paling tinggi diraih oleh UPT Jember
sebesar 84,99 Sedangkan yang paling rendah
dicapai oleh UPT Madiun sebesar 68,58 Rata-rata
indeks kepuasan masyarakat atas unsur pelayanan
ini sebesar 77, 04 yang tergolong Baik.

11. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan
biaya yg telah ditetapkan (U11) yang paling tinggi
diraih oleh UPT Jember sebesar 91,45 Sedangkan
yang paling rendah dicapai oleh UPT Madiun
sebesar 69,58 Rata-rata indeks kepuasan masya-
rakat atas unsur pelayanan ini sebesar 79,52 yang
tergolong Baik.

12. Ketepatan pelaksanaan dengan jadwal waktu
pelayanan (U12) yang paling tinggi diraih oleh
UPT Madiun sebesar 82,75 Sedangkan yang
paling rendah dicapai oleh UPT Tulungagung
sebesar 68,09 Rata-rata indeks kepuasan masya-

rakat atas unsur pelayanan ini sebesar 78,08 yang
tergolong Baik.

13. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan (U13)
yang paling tinggi diraih oleh UPT Madiun
sebesar 87,72 Sedangkan yang paling rendah
dicapai oleh UPT Malang sebesar 74,55 Rata-rata
indeks kepuasan masyarakat atas unsur pelayanan
ini sebesar 80,24 yang tergolong Baik.

14. Keamanan pelayanan (U14) yang paling tinggi
diraih oleh UPT Surabaya sebesar 97,91 Sedang-
kan yang paling rendah dicapai oleh UPT Malang
sebesar 74,55 Rata-rata indeks kepuasan masya-
rakat atas unsur pelayanan ini sebesar 85,56 yang
tergolong Sangat Baik.

Pembahasan

Berdasarkan ringkasan hasil survey di lokasi
penelitian diketahui bahwa secara umum kepuasan
masyarakat pengguna jembatan timbang pada
masing-masing Jembatan Timbang pada tahun 2010
mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil
kinerja kualitas pelayanan pada tahun-tahun sebelum-
nya (hasil penelitian sebelumnya). Artinya, terdapat
beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya
peningkatan Kinerja tersebut, yaitu SDM petugas
pelayanan serta sarana dan fasilitas penunjang
jembatan timbang yang tersedia. Sehingga kepuasan
yang bisa dirasakan langsung responden berdampak
kepada perilaku yang positif. Konsekuensi logis
masyarakat sebagai pengguna merasakan pelayanan
yang bernilai, kepuasan pelanggan merupakan suatu
penilaian emosional dari pelanggan secara langsung
setelah merasakan, di mana harapan dan kebutuhan
terpenuhi.

Dari aspek Sumber Daya Manusia, adanya
peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh
para petugas jembatan timbang yang menyangkut
antara lain prosedur pelayanan, persyaratan pela-
yanan, kecepatan pelayanan, kedisiplinan petugas,
keramahan dan kesopanan petugas, serta berbagai
pelayanan lainnya. Sedangkan faktor fisik yang terkait
dengan sarana dan fasilitas pelayanan penunjang
admininstrasi jembatan timbang, dan peningkatan
peralatan dan fasilitas fisik penunjang jembatan
timbang lainnya yang nyata antara lain adalah:

1. Pembangunan gudang/perbaikan jalan masuk/
keluar jembatan timbang

2. Pembangunan pagar depan jembatan timbang;

3. Pembangunan tempat parkir;

4. Perbaikan kantin dan urugan jembatan timbang
Trowulan;

Mengapa kualitas pelayanan tersebut mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (hasil
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penelitian sebelumnya), ada beberapa kondisi dari
hasil kualitas kinerja yakni adanya peningkatan hasil
kualitas kinerja jembatan timbang yang sudah
bersertifikasi 1ISO dan jembatan timbang yang belum
bersertifikasi 1SO. Dari 11 unit jembatan timbang
tersebut yang sudah mendapatkan sertifikasi 1SO
sebanyak 6 unit jembatan timbang, sisanya 5 unit
jembatan timbang belum bersertifikasi 1SO.

Meskipun pelayanan publik jembatan timbang
Lamongan dan jembatan timbang Mojoagung ter-
sebut belum memiliki sertifikasi 1SO, namun dalam
memberikan pelayanan kepada para pengguna telah
memenuhi standar I1SO, sehingga para pengguna
jembatan timbang di kedua unit jembatan timbang
tesebut merasa puas. Selain itu, secara fisik peralatan
penunjang yang ada di kedua jembatan timbang
tersebut masih relatif cukup baik. Kondisi tersebut
berbeda dengan unit pelayananan jembatan timbang
Trowulan. Meskipun jembatan timbang Trowulan
telah mendapatkan sertifikasi 1ISO pada tahun 2007
lalu, namun menurut hasil survey IKM jembatan
timbang Trowulan memiliki indeks terendah diantara
jembatan timbang yang lain, yakni sebesar 68,55 (B).
Faktor penyebab rendahnya IKM jembatan timbang
Trowulah tersebut, selain faktor fasilitas penunjang
jembatan timbang yang kurang memadai, juga
disebabkan oleh faktor SDM pelayanan jembatan
timbang tersebut.

Dilihat dari fasilitas penunjang pelayanan publik
jembatan timbang, terdapat beberapa fasilitas yang
perlu dibenahi diantaranya adalah gudang penyim-
panan barang dan lapangan penumpukan barang serta
fasilitas jalan keluar dan masuk jembatan timbang.
Adapun aspek SDM yang menyebabkan rendahnya
IKM jembatan timbang tersebut diantaranya adalah
kejelasan dan kepastian petugas (U3) serta keseuaian
biaya yang dibayar dengan yang ditetapkan (U11).

Konsekuensi responden sangat terkesan dengan
kualitas pelayanan yang penuh keakraban, intensitas
komunikasi, dan kualitas komunikasi yang diberikan
para petugas jembatan timbang tersebut di atas.
Selain faktor fisik yang berupa sarana dan fasilitas
jembatan timbang, juga didukung oleh SDM yang
dirasakan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh
para pengguna jembatan timbang tersebut, sehingga
para pengguna merasa puas atas atas pelayanan yang
diberikan petugas dan memberikan apresiasi yang
baik atas pelayanan yang diberikan. Sebaliknya
jembatan timbang Baureno, meskipun telah men-
dapatkan sertifikasi 1ISO pada tahun 2009, berdasar-
kan hasil survey mempunyai Hasil Indeks terendah
diantara 6 jembatan timbang yang termasuk kategori
B, dengan nilai indeks sebesar 75,62. Rendahnya
hasil indeks jembatan timbang Baureno lebih banyak

disebabkan faktor pelayanan yang dilakukan oleh
petugas jembatan timbang terutama yang berkaitan
dengan persyaratan pelayanan (U2), keadilan men-
dapatkan pelayanan (U8), kepastian jadwal waktu
pelayanan (U12) serta kenyamanan di lingkungan
unit pelayanan (U12). Selain faktor pelayanan petugas
jembatan timbang, fasilitas penunjang pelayanan
jembatan timbang yang perlu peningkatan/perbaikan
pagar keliling jembatan timbang dan perambuan.
Adapun jembatan timbang yang termasuk kate-
gori C (sebanyak 3 unit jembatan timbang) semuanya
belum mendapatkan sertifikasi 1ISO. Meskipun belum
mendapatkan sertifikasi 1SO, satu dari tiga unit
jembatan timbang tersebut kualitas pelayanannya
sangat memuaskan (A) yaitu jembatan timbang Pojok
dengan hasil indeks sebesar 82,82. Para pengguna
jembatan timbang pojok memberikan apresiasi yang
baik terhadap pelayanan yang dilakukan oleh para
petugas jembatan timbang. Selain pelayanan petugas
yang relatif baik, jembatan timbang pokok tersebut
juga telah didukung peralatan penunjang jembatan
yang sudah cukup memadai. Demikian juga fasilitas
penunjang lain seperti gedung operasional, lapangan
parkir, jalan masuk dan keluar jembatan timbang serta
gudang penyimpanan barang dalam Kkondisi baik.
Fasilitas jembatan timbang pojok yang perlu pem-
bangunan/perbaikan adalah pagar, gedung untuk
genset serta perambuan. Dari tiga jembatan timbang
yang termasuk Kkategori C ini, yang hasil kualitas
pelayanannya tersendah adalah jembatan timbang
Jrengik dengan hasil indeks sebesar 77,14. Masih
rendahnya hasil kinerja kualitas pelayanan jembatan
timbang jrengik ini dapat dipahami, karena jembatan
timbang jrengik masih relative baru, sehingga par-
alatan dan fasilitas penunjang jembatan timbang
masih terbatas dan perlu penambahan/perbaikan.
Respon positif yang disampaikan pengguna
jembatan timbang, merupakan bukti dari konsekuensi
kualitas pelayanan yang dirasakan. Hasil penilaian
responden terhadap unit Pelayanan Jembatan Tim-
bang sangat berdampak pada konsekuensi perilaku
dari kualitas pelayanan yang dirasakan. Hal ini
tergambar dari hasil wawancara responden yang
bersedia menyampaikan hal-hal yang berkesan baik
seperti: petugasnya memberikan pelayanan dengan
sabar, tidak mau diberi biaya melebihi tarif (angpou)
jika terjadi kelebihan muatan, petugasnya bersikap
santun, pelayanan yang diberikan tetap responsive
walau melayani antrian yang panjang, sehingga para
pengguna yang terdiri para sopir-sopir beserta crew
ini mau melakukan antrian dengan sabar jika terjadi
antrian panjang, dan bahkan tempat ini menjadi
tempat persinggahan/ampiran untuk tempat ber-
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istirahat jika para crew pengguna jembatan timbang
tersebut mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh.

Terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masya-
rakat (IKM) pada Unit Pelayanan Jembatan Timbang
pada tahun 2010 yaitu 79.57. Pada tahun 2009, indeks
kepuasan masyarakat (IKM) di unit pelayanan jem-
batan timbang mengalami sedikit kenaikan dengan
nilai rata-rata 69,58 (Baik), dibandingkan dengan
periode sebelumnya tahun 2008, yaitu rata-rata 68.74)
(Baik), artinya meningkatnya kepercayaan dan
kepuasan masyarakat atas unit pelayanan tersebut.
Untuk tahun 2010 hal ini ditunjukkan oleh pening-
katan indeks kepuasan masyaraka (IKM)-nya yang
cukup signifikan. Sedangkan 6 unit jembatan timbang
yang termasuk kategori B, yang sudah bersertifikasi
ISO sebanyak 2 unit, yaitu jembatan timbang
Baureno dan jembatan timbang Klakah. Dari 5 unit
jembatan timbang yang termasuk Kketegori A yang
kualitas pelayanannya sangat baik (A) adalah
jembatan timbang Besuki dengan hasil indeks sebesar
81,79. Jembatan Timbang Besuki, meskipun belum
mendapatkan sertifikat 1SO, mempunyai kualitas
kinerja sangat tinggi, karena telah dilengkapi dengan
peralatan penunjang dan fasilitas penunjang jembatan
timbang yang relatif memadai.

KESIMPULAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data survey
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan publik pada jembatan timbang
di lingkungan DISHUB dan LLAJ Provinsi Jawa
Timur yaitu dari 11 UPT jembatan timbang ter-
hadap 14 unsur pelayanan yang dikaji secara
umum tergolong dalam katagori “Baik (B)”
dengan nilai rata-rata 79.57 (62.51-81.25). Dari
11 UPT jembatan timbang tersebut, yang sudah
mendapatkan sertifikasi I1SO sebanyak 6 unit
jembatan timbang, sisanya 5 unit jembatan tim-
bang belum bersertifikasi 1SO.

2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuas-
an pengguna jembatan timbang, yang secara
konsekuensi berdampak terhadap perilaku dengan
ditunjukkan oleh tingkat loyalitas dengan kesedia-
an untuk membayar sesuai dengan layanan yang
disampaikan, respon positif yang disampaikan
pengguna jembatan timbang merupakan bukti dari
konsekuensi kualitas pelayanan yang dirasakan.
Lebih lanjut tergambar dari hasil wawancara
responden yang bersedia menyampaikan hal-hal
yang berkesan baik seperti: petugasnya memberi-
kan pelayanan dengan sabar, tidak mau diberi

biaya melebihi tarif (angpou) jika terjadi kelebihan
muatan.

3. Terdapat peningkatan yang signifikan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayan-
an Jembatan Timbang pada tahun 2010 vyaitu
79.57, artinya meningkatnya Kkepercayaan dan
kepuasan masyarakat atas unit pelayanan pada
tahun 2010. Untuk tahun 2009 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) di unit pelayanan jembatan
timbang dengan nilai rata-rata 69,58 (Baik),
dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun
2008, yaitu rata-rata 68.74 (Baik).

Saran

Ada beberapa saran yang peneliti sampaikan
agar kualitas pelayanan yang sudah tertata ini minimal
bisa dipertahankan antar lain:

1. Segala pelanggaran harus harus ditindak sesuai
dengan aturan yang berlaku;

2. Sopir yang melanggar mempunyai beking, sehing-
ga sulit ditindak. Oleh karena itu solusi sederhana
petugas harus tegas dalam menerapkan peraturan;

3. Peningkatan fasilitas penunjang jembatan timbang
berupa peningkatan perambuan dan pembangunan
pagar di jembatan timbang;

4. Banyak pengemudi yang melanggar batas muatan
sudah dikompensasi pada JT sebelumnya, se-
hingga tidak bisa dikompensasi lagi, sehingga
sosialisasi kepada sopir/pengusaha tentang
Undang-Undang No. 2 tahun 2009 perlu diting-
katkan;

5. Sarana (komputer) untuk memberikan pelayanan
kompensasi sebagian besar sudah tua dan sering
eror sehingga layanan sering terganggu. Oleh
karena itu, perlu penggantian/peremajaan kom-
puter yang representatif untuk mendukung
kelancaran operasional Jembatan Timbang.
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